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Abstract
Money Laundering is a new crimes that needs a new strategy to combat it in all

financial crimes. Therefore, we need a new rules which has been shifted into a new paradigm.
For example the creation of PPTAK as a new institution is a must. Finally, are institutions
in the Indonesian justice systems, such as the police, the attorney, and the judge should have
progressive steps to reveal the crimes professionally.
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Al

Pendahuluan
Indonesia telah melakukan kriminalisa-

alasan utamanya lebih pada kelemahan
perundangan yang mengakibatkan sulit

si terhadap pencucian uang sejak awal tahun
2002 dengan diundangkannya Undang-Un-
dang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang (UUTPPU) dan
kemudian pada Oktober 2003 diamandemen
dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2003. Meskipun telah berlaku selama lebih
4 tahun, nampaknya implementasi terhadap
ketentuan ini masih jauh dan memuaskan.
Ketika diamandemen pada tahun 2003,

untuk diterapkan dimana hal ini juga atas
desakan Financial Action Task Force
(FATF).! Kelemahan substansi nampaknya
karena pembentukannya tidak didasari atas
suatu kebutuhan tetapi lebih karena adanya
desakan internasional.

Desakan internasional pertama kali
dilakukan pada Juni 2001 dan setelah me-
lalui beberapa bentuk tekanan dan penilaian
FATF* akhimya pada Pebruan 2006 di-

Doktor lmu Hukum; Dozen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Tnsakt, lakarta,

FATF adalah suam badan intemasional di luar PBB vang anggotanyva terdin dari negara donor dan fungsinya
schagai Satuan Tugas dalam Pemberantasan Pencucian Uang. FATF im sangat discirani sclain karcna kcang-
golaannnya, juga badan ini terbukti mempunyai suatu komitmen vang scrnius untuk memberantas pencucian
uang. Keberadaan FATF berwibawa karena antara FATF dan OECD (Chvganization for Econontic Cooperation
Development). menjalin hubungan vang sangat baik terutama dalam hal mkar menukar informasi berkaitan
dengan masalah korupsi dan peocucian wang pada nogara-negara yang akan mendapatkan bantuan dana,

Setelah revisi pada tahun 2003 Indonesia kembali masuk daftar hitam, kali im karcna belum terdapat bukt
bahwa ketenmuan terscbut efcknf pada whap implementasi. Sclanjutnya pada sidang FATF 23 Juni dan (htober
2004 Indoncsia masih tctap bertahan dalam bieck (s terschut. alasannya FATF belum mengeluarkan Indoncsia
dan daftar hitam karcna masih menunggu paling tidak ada sam kasus vang diungkap. Pada wakie ine kasus bo-
bolnva dana BN scbesar 1.7 inliun yang ditengarai ierdapat praktik pencucian vang. Atas dasuer pengungkapan
terscbut akan dinilar keseriusan Indonesia dalom pemberantasan pencucian wang sckaligus akan menunjukan
apakah ketentuan anti pencucian uang efcktf dalam pemberantasan pencucian uang. Namun. termyita pada si-
dang berikutnya Febrari 2005 Indonesia berhasil keluar dar daftar hitam (NCCT). walaupun belurm st kasus
pun divngkap dengan penuntutan peneucian uang, Terdapat dugaan keluamya Indonesia karena schelumnya
dilakukan lobi intemasional tinghkat tingen vang dilakukan pemeriniah Indonesia,
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nyatakan keluar dant monitoring formal
FATF. Namun demikian ternyata hal ini bu-
kan berarti Indonesia tidak “diawasi” karena
pada tahun 2007 FATF akan kembali melaku-
kan review secara menyeluruh terhadap
pem-bangunan rezim anti pencucian uang di
Indonesia termasuk peraturan perundangan
yang mendukung penegakannya.

Apabila dipahami, semua tindak pidana
ekonomi (kejahatan keuangan) akan ber-
muara pada perbuatan pencucian uang,
maka seharusnya penerapan UUTPPU juga
banyak terhadap perkara kejahatan ekonomi.
Kenyataannya, putusan pengadilan terhadap
kejahatan keuangan vang dikaitkan dengan
UUTPPU tidak sampai 20 (dua puluh)
putusan, padahal kejahatan ekonomi yang
sampai pada pengadilan jumlahnya sangat
besar (apalagi vang masih dalam tahap
penyidikan jumlahnya jauh lebih banyak),
misalnya dan korupsi, kejahatan perbankan,
illegal logging, penyelundupan dan lain-
lain. Semua kejahatan tersebut seharusnya
diajukan ke pengadilan dengan dua dakwaan
sekaligus yaitu kejahatan asalnya dan muara
uang hasil kejahatan sebagai tindak pidana
pencucian vang. Seharusnya dipahami bah-
wa kriminalisasi pencucian uang merupakan
suatu strategi untuk memberantas berbagai
kejahatan ekonomi. Bukan saja melalui
upaya penerapan hukum terhadap kejahatan
asal, tetapi juga menghadang aliran hasil
kejahatan dengan ketentuan anti pencucian
tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan
bahwa penerapan ketentuan anti pencuci-
an uang bertujuan tidak saja menangkap
pelakunya tetapi juga menelusuri hasil keja-
hatan dan kemudian merampasnya.

Melihat masih sedikitnya kasus pen-
cucian uang yang sampai pada putusan, atau

begitu banyaknya kasus kejahatan ckonomi
yang tidak dikaitkan dengan tuntutan pen-
cucian uang, menimbulkan pertanyaan, apa
yang menjadi faktor penyebabnya? Keadaan
ini bukan tidak mungkin Indonesia dianggap
tidak bersungguh-sungguh dalam upaya
pemberantasan tindak pidana pencucian
uang dan akan berakibat pada penilaian
yang tidak menguntungkan bagi Indonesia
di mata internasional, terutama oleh FATF.
Untuk itu nampaknya harus dikaji lebih
mendalam tentang faktor apa saja yang men-
jadi kendala sehingga penegakan hukum
terhadap pencucian uang begitu lemah.
Pengkajian ini harus diawali dengan me-
mahami kembali latar belakang dan tjuan
dilakukannya kriminalisasi terhadap per-
buatan pencucian uang, baik secara global
maupun untuk kepentingan nasional,
kemudian disinergikan dengan kualitas
perundangan, kesiapan aparat penegak
hukum dan sikap masyarakat atas upaya
pemberantasan pencucian uang.

Apabila dinlik dari konsep ini, maka
sebenamya perbuatan pencucian uang sudah
ada sejak lama. Paling tidak seperti apa
yang dilakukan para bangsawan Perancis
pada abad ke 17 yang membawa hana
kekayaan ke Swiss. Pihak Perancis me-
nyatakan me-reka membawa dana pelarian
dan para bangsawan termasuk juga para
pedagang kemudian menyembunyikannya
di Swiss dengan di bantu pihak Swiss dan
selanjuinya dapat digunakan dengan aman.
Demikian juga harta yang dibawa bangsa
Yahudi dan Jerman ke Swiss pada masa
Hitler. Selanjutnya pada waktu tahun 1930
an Al Capone dan gang mafia lainnya
melakukan perbuatan menyembunyikan
hasil kejahatannya (perjudian. prostitusi,
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pemerasan dan penjualan gelap minum
keras). Untuk mengelabuhi pemerintah,
para mafia mendirikan perusahaan bi-
natu (landromar), untuk mencampur ha-
sil kejahatan mereka sehingga tidak di-
curigai terlibat kejahatan. Pada waktu itu
mereka terjerat dengan ketentuan pengelakan
pajak (rax evasion).*

Sebenamya disinilah merupakan awal
inspirasi yang pada akhimya melahirkan
istilah money laundering pada tahun 1986
(USA) dan kemudian dipakai secara inter-
nasional. Dar sisi prosesnyapun, pencucian
uang dinyatakan dapat dilakukan dengan
cara iradisional dan modem.* Ini membuk-
tikan bahwa pencucian uang sudah terjadi
sejak lama. Cara modem pada umumnya di-
lakukan dengan tahapan placement, layering
dan integration, sedangkan cara tradisional
yang terkenal dilakukan di China, India dan
Pakistan, melalm suatu janngan atau sin-
dikat etnik yang sangat rahasia. Di China
dilakukan dengan memanfaatkan semacam
bank rahasia atau disebut hui (hoi) atau The
Chinese Chip (Chop), di India dilakukan
melalui sistem pengiriman uang tradisional
yang disebut hawala, dan di Pakistan dise-
but hundi.’ Cara-cara tersebut telah di laku-
kan sejak lama dan diyakini sampai seka-
rang masih berlangsung bahkan juga terjadi
di Amerka Senkat,

B. Pengertian Tindak Pidana Pencucian

Uang

Secara umum pencucian uang diartikan
sebagal suatu proses yang dilakukan untuk
merubah hasil kejahatan seperti dari korupsi,
kejahatan narkotika, perjudian, penyelun-
dupan, dan kejahatan serius lainnya, sehing-
ga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak
sepertl hasil dan kegiatan yang sah karena
asal-usulnya sudah disamarkan atau di-
sembunyikan.® Inti dan kejahatan ini adalah
suatu perbuatan yang dilakukan untuk me-
nyamarkan atau menyembunyikan hasil ke-
jahatan sehingpa tidak tercium oleh aparat,
dan hasil kejahatan tersebut dapat digunakan
dengan aman seakan-akan berasal dan ke-
giatan yang sah.’

Rumusan kejahatan pencucian uang
dalam UUTPPU dapat dibedakan dalam 2
(dua) kriteria yaim Tindak Pidana Pencu-
cian Uang (Pasal 3 dan 6) dan Tindak Pidana
yang berkaitan dengan Pencucian Uang
(Pasal 8 dan 9). Pasal 3 ayat (1) UUTPPU
menyatakan “Setiap orang yang dengan se-
ngaja: perfama, menempatkan harta kekaya-
an yang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana kedalam pe-
nyedia jasa keuangan, baik atas nama sendin
atau atas nama pihak lain; fedua, mentrans-
fer hanta kekayaan yang diketahuinya atau
patut diduganya merupakan hasil tindak

*  Ronald K Nobel and CE Golumbie, “A New Anti-Crime Framework for The World Merzing the objective

and Subjective Models for Fighting Moncy Laundering”, fior ¥

him. 79.

ke &Pol, Vol 30T [997-1948,

“The Financial Action Task Force on Money Laundening”, Amewal Reporr, 1997,

Barry A.K. Rider, "The Wages of Sin--Taking the Profit out of Corruption—a British Perspoective™. Dk . o 7

LMol 13, 1990, him_ 404

Hurd, “Insider Trading and Forcign Bank Scerecy™, A Bus. J., Vol. 24, 1996, him, 29.

Yenn Gamnasih, Kriminalisasi Pencicion Uang of Indosesia ( Morey Lapmdering), Pasca Sarjana Universitas

Indoncsia, Ul Press, Jakarta, him 132
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pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke
penyedia jasa keuangan yang lain baik atas
nama sendini maupun atas nama pihak lain;
ketiga, membayarkan atau membelanjakan
harta kekayaan yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana,
baik perbuatan i atas namanya maupun
atas nama pihak lain; keempar, menghibah-
kan atau menyumbangkan harta kekayaan
vang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana baik atas
namanya sendiri maupun atas nama pihak
lain; kelima. menitipkan harta kekayaan
vang diketahui atau pamt diduganya meru-
pakan hasil tindak pidana baik atas namanya
maupun atas nama pihak lain; keenam, mem-
bawa keluar negeri harta kekayaan yang di-
ketahuinya atau patut diduganya merupakan
hasil tindak pidana: atau kerufuh, menukar-
kan atau perbuatan lainnya atas harta keka-
yaan yang diketahuinya atau patut diduga-
nya merupakan hasil tindak pidana dengan
mata uang atau surat berharga lainnya;
dengan maksud untuk menyembunyikan
atau menyamarkan asal usul harta keka-
vaan yang diketahuinya atau patut diduga-
nya merupakan hasil tindak pidana, dipi-
dana karena tindak pidana pencucian uang
dengan pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)
tahun dan denda paling sedikit Rp.100
{seratus) juta dan paling banyak Rp. 15 (lima
belas) milyar”.

Unsur obyekuf (actus reus) dan Pasal
3 sangat luas karena merupakan inti delik,
maka harus dibuktikan. Unsur obyektif terse-
but terdiri dari menempatkan, mentransfer,
membavarkan atan membelanjakan, meng-
hibahkan atan memmumbangkan, menitip-
kan, membawa keluar negari, menukarkan

atau perbuatan lain atas harta kekavaan
(vang diketahui atau patut diduga berasal
dari kejahatan). Unsur subjektifnya (mens
rea) yang juga merupakan inti delik adalah
sengaja, mengetahui atau patut menduga
balwa harta kekavaan berasal dari hasil
kejahatan, dengan maksud untuk menyem-
bunvikan atau menvamarkan harta tersebut.
Pasal 6 ayat (1) UUTPPU menyatakan “Se-
tiap orang yang menerma atau menguasai:
penempatan; pentransferan; pembayaran;
hibah; sumbangan; penitipan; atau penu-
karan harta kekayaan yang diketahui atau
patut diduganya merupakan hasil tindak
pidana dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 5 tahun dan paling lama 13
(lima belas) tahun dan denda paling sedikit
Rp. 100 (seratus) juta dan paling banyak
Rp. 15 (lima belas) milyar”.

Unsur obyektif Pasal 6 UUTPPU
adalah menerima atau menguasai: penem-
patan, pentransferan, pembavaran, hibah,
sumbangan, penitipan, pemukaran harta
kekayaan (yang diketaui atau patut diduga
berasal dari hasil tindak pidana) Unsur
subyektif atau mens reanya adalah me-
ngetahui atau patut menduga bahwa harta
kekavaan merupakan hasil tindak pidana.

Dalam UUTPPU juga mengatur ten-
tang tindak pidana yang berkaitan pencu-
cian uang. Pasal 8 menyatakan “Penyedia
jasa keuangan yang dengan sengaja tdak
menyempaikan laporan kepada PPATK se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(1) dipidana dengan pidana denda paling
sedikit Rp. 250 juta dan paling banyak
Rp. | mlyar”. Pasal 13 ayat (1) yang di-
tunjuk oleh Pasal 8 adalah sebagai berikui:
“Penyedia Jasa Keuangan wajib menyam-
paikan laporan kepada PPATK sebagaimana
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dimaksud dalam Bab V, untuk hal-hal yaitu :
pertama, transaksi keuangan mencurigakan;
keclua, wransaksi keuangan yang dilakukan
secara tunai dalam jumlah kumulatif sebe-
sar Rp. 500.000.000,- atau lebih atau mata
uang asing yang nilainya setara dilakukan
dalam satu kali transaksi maupun beberapa
kali transaksi dalam satu hari kerja”. Pasal
9 UUTPPU menyatakan “Setiap orang yang
tidak melaporkan vang tunai berupa rupiah
sejumlah Rp. 100 juta atau lebih atau mata
uang asing yvang nilainya setara yang dibawa
kedalam atau keluar wilayah Negara R.L
dipidana dengan pidana denda paling se-
dikit Rp. 100 juta dan paling banyak Rp. 300
Juta”,

Dari rumusan tersebut di atas sebenar-
nya sudah cukup bagus dan sesuai dengan
model pengaturan yang disarankan, hanya
ketentuan angka Rp. 500 juta atau dapat
ditentukan oleh PPATK agak menyimpang
dari asas hukum pidana yaimu tidak ada
ketegasannya. Selanjutnya ketentuan Pasal 9
pada tahap formulasi sudah sesuai standar,
hanya ketentuan melaporkan kepada siapa
ternyata diatur dalam Pasal 16, seharusnya
ketentuan kedua pasal tersebut berdekatan.
Berkaitan dengan pemberantasan pencucian
uang, seharusnya kedua pendekatan tersebut
hanya dibedakan tetapi tidak dipisahkan,
bahkan dinyatakan antara pendekatan hu-

L

Vol. 14, 1996, him, 470,

kum pidana dan hukum ekonomi merupakan
suatu keterpaduan. Diawali dengan pende-
katan preventif yang diletakkan pada lem-
baga keuangan nampaknya upaya pembe-
rantasan melalui lembaga keuangan dipan-
dang sebagai strategi dini dan yang paling
signifikan.

Proses Pencucian uang pada umum-
nya dapat dilakukan dengan tiga tahap yaitu
placement, lavering dan integration” Ke-
tiga langkah itu bisa terjadi dalam wakiu
bersamaan di satu transaksi saja atau dalam
beberapa kegiatan transaksi yang berbeda.’
Langkah-langkah tersebut dimaksudkan
untuk menempatkan dana ilegal ke dalam
sistem keuangan dengan tujuan agar tidak
mengundang kecurigaan dari pihak yang
berwenang.'"

Placement merupakan tahap yang pa-
ling sederhana, suatu langkah untuk meng-
ubah uang yang dihasilkan dari kegiatan
kejahatan ke dalam bentuk yang kurang me-
nimbulkan kecurigaan dan akhimya masuk
ke dalam jaringan sistem keuangan.' Pada
tahap placemeni, lembaga keuangan (bank)
dimanfaatkan dengan cara yang sederhana
sampai yang rumit menggunakan wire rrans-
Jer ataupun munculnya Pavable Through
Accounts (PTAs)." Misalnya menempatkan
uang hasil kejahatan dalam waktu tertentu
yang diperkirakan aman untuk sementara,

Micholas Clark, “The Impact of Recent Moncy Laundering on Financial Imtcrmedianes™, Dvick J fwr T L.

?  -~The Moncy Laundering Process”. at billyizlaundryman u-net com; scces on 5 Agustus 1995

1m

Damicl Mulligan. “Know Your Customer Regulations and The Interational Banking System: Towards A Gengral

Self Regulatory Regime”. Fordh. fm 1 L J. Yol 22, 1999, him. 2330

“Wire Transfer Laundering™. Dep 1 of istice Alert. Vol 2. Nov. 1992, him. 14,

"> Daniel Mulligan, “KYC Regulanon and The intemasional Banking System: Towards a General S¢lf Regulitory
Regime™, Ford fme L), Vol, 22:2324. 1999, him. 2232-2234, PTAs is an account cstablished in o U5 bink
usually by a forcign bank, through which the forcign bank s customers conduct banking transections.
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seperti menyimpan tunai di bank, asuransi,
atau untuk membeli rumah, kapal, dan per-
hiasan,'? Pada tahap inilah yang paling mu-
dah dideteksi karena uang hasil kejahatan
berhubungan langsung dengan sumbemya."
Bagi para pelaku, tahap placemenr paling
rentan untuk dicurigai petugas'® dan di sini
pula pelaku mendapatkan nintangan terbesar
dalam menghadapi tahap berikutnya yaitu,
bagaimana memasuki tahap lavering.'
Tahap kedua yaitu lavering atau dise-
but sebagai tahap pelapisan, yaitu pelaku
membuat transaksi-transaksi yang diperoleh
dari dana ilegal ke dalam transaksi lebih ru-
mit dan berlapis-lapis serta berangkai yang
dilindungi oleh berbagai bentuk anonimitas
untuk tujuan menyembunyikan sumber dari
uang haram tersebut.'” Pada tahap ini biasa-
nya telah melibatkan wire framnsfer dengan
menggunakan sejumlah rekening yang di-
transfer ke berbagai negara dalam upaya
menyembunyikan asal usul dana," selain
itu dikatakan mjuan lavering untuk meng-
hindari audit trail'® Sebagai contoh meng-
gunakan wire transfer vang dikinm ke bank

di luar negeri, dalam tahap ini lebih sulit
untuk dilacak karena selalu ada intervensi
mekanisme bank internasional .

fntegration adalah tahap ketiga atau
terakhir, yaitu pelaku memasukkan kembali
dana yang telah di lavering ke dalam tran-
saksi vang sah, dan sudah tidak terdapat
hubungan lagi dengan asal-usul kejahatan.
fnregration ini merupakan tipu muslihat
untuk dapat memberikan legitimasi terha-
dap uang hasil kejahatan, yang mencakup
penjualan kembali saham, rumah, kapal
dan perhiasan (emas dan berlian) tersebut.
Ada banyak cara untuk melakukan infegra-
tion, namun yang sering dipunakan adalah
metode yang berasal dan tahun 1930-an
yaitu metode foan-back atau metode loan
defauls. Metode loan-back meliputi simpan-
an berjumlah besar yang biasanya disim-
pan di bank luar negeri, kemudian bank
membuat pinjaman dari jumlah uang vang
disimpan. Uang vyang didapatkan dari
pinjaman ini dapat digunakan dengan bebas
sejak uang itu dapat dilacak sebagai uang
vang berasal dari transaksi yang sah.”'

3 Peter E. Melizer, “Keeping Drug Money From Reaching The Wash Cwvele: A Guide to the Bank Sccrecy Act”,

Banking, LS. Vol.108, 1991, hlm. 231.

14 Lawrence L.C.Lee, “Note:Combating [licit Traffict in Taiwan: The Propesed Money Laundering Control Act”,

Tul . for T & Comp L., Vol 14, 1996, him. 189-210.

" Duncan E Alford, “Anti-Money Laundering Regulation: 2 Burden on Financial Institutions™, N.C.JInr | &

Comp. Reg. Vol. 19, 1994, him_ 439.

1% Seon Sultzer, “Money Laundering: The Scoup of Problem and Attempts To Combat It”, Tem. L. Rev. Vol. 63, 1996,
him. [42-14%. Lihat juga Nicholas Clark. O Cit., hlm. 471.

I" Lawrence L.C.Lec, Op Cir., hlm. 432,

" Robert E. Taylor. “Ex-Smuggler Tells of Huge Drug Profits Laundered, Placed at Major U S, Banks, Wall 5t J,

Feb.12. 1988, him. 4.

" Paulina L. Jerez. "Proposed Brazilian Moncy Laundering Legislation: Analysis and Recommedations.” Am. LU

Int'lL & Pol. Vol, 12.2, 1997, him. 333,

' Seou Sultzer, Op.Cir. him. 150-151. Lihat N, 1. L. Practitioner, “Money Laundering-The Complete Guide

(part onc)”, 3 Februan 1995, him. 149
= Ibid.. him. 153.
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C. Peran PPATK Sebagai Financial

Intellegent Unit

Dalam upaya pemberantasan tindak
pidana pencucian uang terdapat suatu inova-
si yang menarik, yaitu dapat dibentuk badan
investigasi vang bersifat independen yang
disebut sebagai Financial [nrellegent Unit
(FIU). Tugas dan keberadaan FIU sesung-
guhnya untuk membantu kepolisian dalam
penanganan tindak pidana pencucian uvang,
melalui pengumpulan informasi tentang
transaksi keuangan yang kemungkinan dicu-
ngai adanya praktik pencucian uang, dalam
hal ini sebetulnya ugas FIU melakukan pe-
nyelidikan dalam hal kejahatan pencucian
uang_ FIU sendini dikatakan sebagai-*

“The Financial Intelligence Unit or
FIU is an information gathering and
processing unit. [ty essential function
as an intermediary. If factions as the
recipient of otherwise confidential in-
formation from hanks, the secretive and
rrusted cooperation parmer of the banks
fo whom information can be entrusted.
{t recieves, reveiw and evaluates infor-
mation on very large number of trans-
actions. Out of those only those found
suspicious in some way are brought 1o
the intention of the police.”

Di Indonesia badan im disebut dengan
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Ke-
uangan (PPATK), vang tugasnya mengum-

pulkan dan memproses informasi yang

berkaitan dengan kecurigaan atau indikasi
pencucian uang. Pengertian inteligen di sini
adalah terbatas pada pengumpulan informasi
tentang transaksi keuangan pada lembaga
keuangan yang difokuskan untmuk menye-
lidiki apakah ada kemungkinan transaksi
tersebut berasal dari kejahatan. Informasi
transaks: keuangan yang terindikasi adanya
praktik pencucian uang diterima oleh PPATK
dari lembaga keuangan baik bank maupun
non bank dalam ketentuan UUTPPU adalah
Penyedia Jasa Keuangan. Setelah menenma
laporan transaksi keuangan, maka selanjut-
nya dianalisis lebih mendalam dan untuk
meyakinkan dan kejahatan apakah uang
yang ditransaksikan tersebut. Hasil analisis
ini kemudian dikirim kepada kepolisian un-
tuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan
kemudian setelah ditambah informasi dan
bukti lainnya sesuai dengan unsur kejahatan
pencucian uang, sehingga data awal dan
FIU tadi ditindaklanjuti oleh polisi ke tahap
berikutnya yaitu penyidikan dan pelakunya
dinyatakan sebagai tersangka. Pengertian
inteligen hanya bagian dari fungsi inteligen
polisi atau dalam fungsi inteligen justsia
{law  enforcement—oriented
vang menjadi fungsi yang melekat pada
polisi dan jaksa.

Pembentukan FIU dalam pelaksanaan
sebagian tugas penyelidikan yang harus di-
lakukan oleh polisi, FATF berperan sangat
besar.” FATF hanya

intelligence)

Mamun demikian,

= Speaker 5 notes International workshop Indonesie Rancangoan Money Laundering Law, Jakarta, 29-30 May

2000, him. 3.
2

FATF adalah suatu badan intcrniasional di luar PBB vang anggotanya terdint dari negara donor dan fungsinya

sebagai Satuan Tugas dalem Pemberantasan Pencucian Uang. FATF im sangat disegani sclain karena keang-
gotaannnya, juga badan i terbukti mempunyai suatu kemilmen yang serius untuk memberanias pencucian
uang. Keberadaan FATF berwibawa karena antara FATE dan OECD (Dvganization for Economie Cosperution
Development), menjalin hubungan yang sangat baik terutama dalam hal wkar menukar informasi berkaitan
dengan masalah korupsi dan pencucian uang pada negar-negara vang akan mendapatkan bantuan dana.



174 MIMBAR HUKUM Volume 19, Nomor 2, Juni 2007, Halaman 167 - 181

membenkan semacam pedoman tentang
tugas dan kewenangan yang seyogiannya
disesuatkan dengan kemampuan dan kon-
disi masing-masing negara. Selain itu juga,
diberikan pilihan untuk pembentukan lem-
baganya, apakah berbentuk lembaga inde-
penden atau masuk di dalam lembaga yang
telah ada seperti di kepolisian misalnya atau
dibawah kordinasi kejaksaan atau bahkan di
bawah Departemen Keuangan. Apapun ben-
tuknya yang penting badan tersebut harus
profesional dalam rangka menengarai ada-
nya kecurigaan terjadinya pencucian uang
melalui data atas laporan adanya transaksi
keuangan yang bersifat mencurigakan.
Keberadaan lembaga FIU pada umum-
nya independen, demikian pula dengan
PPATK, lembaga ini “independent” lang-
sung di bawah Presiden. Namun demiki-
an, tidak berarti fungsi FIU udak berjalan
dengan baik atau sebaliknya meskipun FIU
sebagai badan yang independen dapat di-
jamin lebih berhasil. Misalnya FIU yang
dibentuk oleh Amernka Serikat, bernama
FINCEM yang berada pada Treasure De-
partment yang meskipun tidak independen
tetapi dikenal sangat profesional dan relatif
sangat mandiri. Demikian juga TRACFIN
{Perancis) yang juga tidak independen tetapi
di bawah Departemen Keuangan. Beberapa
negara juga mengatur badan yang berfungsi
sebagai FIU berada di bawah kepolisian anta-
ra lain Austria. Jerman, Hongana, Lithuania,
New Zealand, Portugal, Singapura, Swedia
dan United Kingdom. Selain membedakan
badan-badan ini secara kelembagaan yang
independen atau tidak, maka dalam fung-
sinya pun dapat dibedakan dalam 2 (dua)
hal yaitu terbatas pada fungsi administratif
atau represif. Indonesia misalnya walau-

pun PPATK independen, namun fungsinya
sangal terbatas yaitu hanva sebagai fungsi
administratif. Negara-negara yang FIU nya
di bawah Kepolisian tentu saja fungsinya
lebih pada langkah represif atau investiga-
uf, bahkan terdapat Nepara yang FIU nya
berfungs: sebagai vudicial/police misalnya
Denmark, yang FIU nya (HVIDVASK) ter-
dapat pada Public Prosecutors Office.

D1 Indonesia badan ini disebut dengan
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK), yang tugasnya me-
ngumpulkan dan memproses informasi yang
berkaitan dengan kecurigaan atau indikasi
pencucian uang. PPATK berfungsi sebagai
motor penggerak untuk menganalisis adanya
kecurigaan pencucian uang terutama melalui
deteksi dini dalam alur transaksi yang men-
curigakan. Namun demikian, badan ini tetap
dalam status melakukan tahap penyelidikan
sangat awal dan terbatas membantu kepoli-
sian. Hasil analisis atas transaksi atau ke-
curigaan adanya pencucian uang kemudian
diserahkan kepada polisi, lalu oleh polisi
masth dilakukan penyelidikan lagi, yvang ke-
mudian ditindak lanjuti dengan penyidikan
dan proses selanjuinya.

Dari sudut teori dan filosofi pemben-
tukan badan semacam im (FIU) sebagai
jalan tengah atas keberadaan badan investi-
gasi pada PJK terutama bank. Karena pada
awalnya pelaku banyak menggunakan jasa
bank untuk mencuci uangnya, maka diperlu-
kan badan khusus untuk investigasi sebelum
masuk penyidikan. Apabila badan im di-
serahkan pada pihak bank, maka dikhawa-
tirkan akan terdapat upaya untuk melindungi
nasabah dan kepentingan bank itu sendiri.
Sebaliknya. jika investigasi langsung di-
serahkan kepada polisi dikhawatirkan ber-
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dampak buruk bagi bank. Hal imi terjadi
apabila polisi sering kali masuk bank, maka
kepercayaan masyarakat bisa terganggu.
Dalam hal investigasi menyangkut transaksi
perbankan antara bankir dengan polisi mem-
punyai pandangan dan bahasa yang berbeda.
Pertama, bank selalu sangat berhan-hati
menjaga rahasia nasabah dan kepercayaan
nasabah merupakan faktor yang sangat
penting. Kedua, polisi selalu berpandangan
bahwa segala sesuatu yang mencurigakan
berkecenderungan untuk  ditindaklanjuti
dengan dijadikan tersangka sebagai suatu
cerminan sikap antusiasme profesionalitas
polisi.

Untuk menjembatani  hal tersebut,
dalam pelaksanaan penegakan hukum ter-
hadap kejahatan pencucian uvang pemben-
tukan badan FIU sangat penting. Idealnya
anggota badan ini terdin berbagai ahli yang
dapat memperlancar investigasi terutama
dalam menengarai adanya transaksi yang
mencurigakan dan sekaligus menjaga objek-
tifitas dan kemandirian badan ini. Selain
itu, masih terdapat alasan lain yaitu berke-
naan bahwa praktik pencucian uang hampir
semua dilakukan di lembaga keuangan ter-
utama perbankan. Terkait dengan upaya ini,
bank diharuskan menerapkan Know lowr
Customer (KYC) sebagai langkah preventif
dalam upaya pemberantasan pencucian uang

dan kewajiban lain seperti development af

internal policies, procedures, and conirols,
designation of a compliance officer, ongoing
emplovee training program and indepen-
dent audit fiuncrion. Pada umumnya standar
minimum uniuk compfiance programme
meliputi: provide for svstem of controls fo
assure ongeing compliance; provide for
indlependent testing for compliance to be

conducred by bank personnel or by an out-
side party; designate an individual or in-
dividuals responsible for coordinating and
monitoring day-to-day compliance; and
provide training for appropriate person-
nel. Selain 1tu juga mengatur mengenai ke-
wajiban pihak bank untuk melaporkan tran-
saksi tertentu maupun yang mencurigakan
(Currency Transaction Reporting) dan me-
nyimpan data tersebut dalam wakiu tertentu
{Record Keeping).

Sampai saat ini nampaknya kewe-
nangan PPATK masih sangat terbatas dan
hanya bersifat administratif. Bahkan apa-
bila PPATK telah mendapatkan bukti bahwa
transaksi ditengarai berasal darn kejahatan,
maka PPATK tidak mempunyai kewenang-
an untuk melakukan pembekuan (freezing).
Sementara itu kebanyakan yang terjadi
selama ini, termyata nasabah tahu bahwa
iransaksinya sedang diperiksa dan di-
laporkan kepada PPATK atau kepada
polisi. Lebih parahnya lagl termyata polisi
tidak langsung menaikkan status sebagai
tersangka agar dapat segera membekukan
rekening, tetapi justru masih melakukan
penyelidikan terhadap transaksi tersebut,
sehingga wang yang dicurigai pasti semakin
sulit dilacak. Dengan demikian, nampak-
nya kewenangan PPATK kurang memadai.
terutama karena tidak dapat membekuan
aset dan hasil analisisnya udak serta merta
dapat dijadikan alat bukti. Tentunya apabila
dilihat dari filosofi pembangunan badan ini
(FIU), maka tidak sesuai dengan tujuannya
yailu membantu beban polisi, khususnya
berkaitan dengan modus-modus praktik
pencucian uang yang menggunakan lemba-
ga keuangan dengan cara-cara yang sangal
canguzih.
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D. Permasalahan Penegakan Hukum
Terhadap Tindak Pidana Pencucian
Uang
Setelah 4 tahun Undang Undang Tindak

Pidana Pencucian Uang (UUTPPU) diterap-

kan di Indonesia. nampaknya belum mem-

berikan hasil yang optimal, bahkan boleh di-

katakan sangat lemah dalam penegakannya.

Dalam kurun waktu itu, PPATK telah meng-

analisis 6800 lebih Laporan Transaksi Ke-

uangan Mencurigakan (LTKM). Dan jumlah
itu hanya sekitar 10 % yang terindikasi TPPU
dan kemudian diserahkan kepolisian dan
sampai ke kejaksaan tidak sampai 20 (dua
pulubh) kasus dan yang diputus hanya seki-
tar 12 (dua belas) kasus. Dari data tersebut
nampak sekali masih banyak masalah dalam
penegakannya. Terlebih lagi bila dikaitkan
dengan maraknya kejahatan korupsi di Indo-
nesia, maka sedikitnya putusan tentang pen-
cucian uang yang dikaitkan dengan korupsi
merupakan suatu tanda gagalnya penegakan
hukum terhadap pen-cucian uang.
Berdasarkan pengamatan di media
masa, perkara korupsi sedang marak terjadi,
baik di Jakarta oleh Pengadilan Negen dan

KPK, maupun di daerah-daerah, seperti ka-

sus-kasus korupsi anggota DPRD. Apabila

mengacu kepada dasar filosofi keberadaan

UUTPPU sebagai alat untuk mencegah (me-

minimalisasi) terjadinya kejahatan, maka

semestinya pelaku tindak pidana korupsi
disamping diadili karena perbuatan korupsi
juga sekaligus diperiksa dengan UUTPPU
untuk melacak dan mengembalikan uang
hasil kejahatan tersebut. Kenyataannya ndak
demikian, karena sangat sedikit perkara ke-
jahatan keuangan (inferprices crime) terma-
suk korupsi yvang dikaitkan dengan dakwaan
pencucian uang. Seharusnya ndak demikian,

karena kemanapun ataw digunakan apapun
uang hasil kejahatan akan bermuara pada
praktik pencucian uang dan oleh karena-
nya harus juga dituntut dengan UUTPPU.
Diantara sedikitnya kasus sebagai contoh
korupsi BNI ( Adrian Waworuntu), dan kasus
ilegall logging Papua dengan terpidana Kom-
pol Renno. Untuk melihat sebab kegagalan
penegakan hukum terhadap praktik pencu-
cian vang terutama bila dikaitkan dengan
korupsi, nampaknya harus dipahami dengan
seksama segala sesuatu tentang pencucian
uang oleh para penegak hukum, akademisi
dan oleh masyarakat pada umumnya.

Berbagai kelemahan dalam penegakan
hukum terhadap kejahatan pencucian uang
selain karena kurangnya kewenangan
PPATK, tetapi juga pada polisi, jaksa dan
hakim. Setelah polisi menerima laporan dari
PPATK atas adanya indikasi transaksi ke-
uangan yang mencurigakan, temyata kepoli-
sian masih harus melakukan penyelidikan
lebih lanjut dan kemudian setelah ditambah
informasi dan bukti lainnya sesuai dengan
unsur kejahatan pencucian vang maka oleh
polisi data awal dan PPATK tersebut ditin-
daklanjuti ketahap penyidikan dan pelaku-
nya dinyatakan sebagai tersangka. Dari hasil
analisis yang disampaikan PPATK kepada
polisi, termyata kebanyakan dinyatakan b-
dak ada bukti permulaan dugaan pencucian
vang. Hal ini menunjukkan belum terdapat
kesamaan persepsi antara PPATK dan polisi
tentang transaksi keuangan yang mencu-
rigakan. Demikian juga antara polisi dengan
jaksa nampaknya masih terdapat kendala,
misalnya berkaitan dengan pemaknaan unsur
tindak pidana ini terutama berkaitan dengan
masalah pembukiian yang harus dilakukan
oleh jaksa.
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Perbedaan tersebut antara lain berkait-
an dengan undakan polisi yang harus me-
nyelidiki dan menyidik adanya unsur objek-
tifnya atau actus reus (unsur objekuif) dan
mens rea (unsur subyekiif), Kesulitan polisi
terutama untuk mencari bukti berkaitan
dengan mens rea dalam tindak pidana pen-
cucian uang terutama Pasal 3 dan Pasal 6
yaillu lentang fmowledge (mengetahui atau
pawut menduga) dan infended (bermaksud).
Kedua unsur tersebut berkaitan dengan
unsur terdakwa mengetahui bahwa dana
tersebut berasal dari hasil kejahatan dan
terdakwa mengetahui tentang atau maksud
uniuk melakukan transaksi. Pembuktian ini
pun sulit, mengetahui atau cukup menduga
apalagi bermaksud untuk menyembunyikan
hasil kejahatan, benar-benar harus didukung
berbagai faktor. Namun demikian, perlu
diketahui bahwa polisi tidak selalu harus
menunggu laporan atau hasil investigas: dan
PPATK, bisa saja dan sangat mungkin polisi
melakukan penyelidikan awal terlebih da-
hulu atas adanya dugaan pencucian uang.
Dalam kasus seperti mi misalnya polisi
telah mempunyai bukti awal tentang adanya
korupsi atau misalnya aliran dana iffegal
logging, justru polisi bennisiatif meminta
bantuan PPATK untuk rekening tertentu.
Seperti yang terjadi sekarang ini, banyaknya
kasus korupsi yang terungkap seharusnya
polisi mengambil inisiatif menelusun aliran
dana terlebih dahulu, tidak perlu menunggu
dari PPATK.

Permasalahan selanjutnya adalah berke-
naan dengan pembuktian oleh jaksa atas dua
kejahatan sekaligus itu sulit dan kenyataan
bahwa pembuktian yang harus dilakukan
Jaksa dimuka pengadilan ini tentunya sangat
tergantung pada profesionalitas polisi dalam

mengumpulkan alat bukti. Jaksa seharusnya
membuat surat dakwaan berkaitan dengan
kejahatan pencucian uang yang dikaitkan
dengan kejahatan utamanya tersebut disusun
dalam dakwaan kumulatif. Berkaitan dengan
masalah pembuktian terhadap dua kejahatan
tadi, bagaimanapun memang tidak perlu di-
buktikan terlebih dahulu predicate offence-
nya. Namun demikian, muncul konsekuensi
lain yaitu pemahaman atas perluasan bahwa
circumstantial evidence dapat digunakan
untuk membuktikan tiga unsur tindak pidana
tersebut. Berkaitan dengan dakwaan jaksa
yang harus disusun secara kumulatif, harus
disosialisasikan pada para jaksa terutama di
daerah bahwa antara predicate offence dan
pencucian uang adalah dua kejahatan yang
walaupun perbuatan pencucian uang selalu
harus dikaitkan dengan predicate offence-
nya, karena pencucian uang adalah suatu
kejahatan yang disebut jollow wup crimes
namun pencucian uang adalah kejahatan
yang berdiri sendiri (as a separate crime).
Dengan demikian, dalam mendakwa tindak
pidana pencucian uang, misalnya berkaitan
dengan dakwaan Pasal 3, maka predicare
affence dan folfow wup crimes-nya di-
dakwakan sekaligus. Dalam kaitan ini sama
persis dengan teori dakwaan untuk samen-
loop atau concursus realis.

Mengingal sifat tndak pidapa pen-
cucian uvang terdin dan predicare offence
yaitu kejahatan utama atan kejahatan asal
yang terdiri dari berbagai kejahatan yang
menghasilkan uang atau harta kekayaan
vang kemudian “dicuc1”, sedangkan undak
pidana pencucian uang disebut sebagai ful-
fow up crimes, maka secara logis dakwaan
pencucian uang dan kejahatan ulamanya
adalah secara kumulatif. Namun demikian.
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perlu diperhatikan kadang-kadang terhadap
pelaku Pasal 3 dakwaan bisa saja tunggal
yaitu ketika seseorang melakukan proses
pencucian uang atas hasil kejahatan yang
pelaku tidak terlibat langsung dengan keja-
hatan, namun pelaku patut untuk menduga
bahwa uang tersebut berasal dari kejahatan.
Untuk pelaku ini tidak harus dipertanggung-
jawabkan predicate offence-nya, tetapi
hanya tindak pidana pencucian uangnya.
Selanjutnya masih ada dakwaan tunggal
untuk tindak pidana pencucian uang yang
tidak harus dikaitkan dengan predicate
offence-nya, dalam hal ini misalnya pelaku
hanya berkenaan dengan dakwaan Pasal 6,
yvang pelaku hanya dipertanggungjawab-
kan atas perbuatan pencucian uang pasif
yaitu menerima dan lain-lain atas harta
kekayaan yang diketahui atau patut diduga
bahwa harta tersebut berasal dan kejahatan.
Dalam hal pelaku hanya berkaitan dengan
Pasal 6, maka dakwaannya bersifat unggal
atau didakwa alternatif dengan pasal lain
yang relevan, yang penting harus sesuai
dengan fakta bahwa perbuatannya hanya
satu.

Beban yang berat bagi jaksa juga ke-
tika harus membuktikan unsur subjektif
Pasal 3 yang terdiri dari unsur sengaja (in-
tention), unsur mengetahui (knowledge)
atau patut menduga (reason to know) dan
dengan maksud (infended) yang dikaitkan
dengan menyembunyikan atau menyamar-
kan. Membuktikan ketiga unsur subjektif
vang berupa bestandelen ini tidak mudah,
apalagi bagi Indonesia yang belum banyak
pengalaman dalan hal pencucian uang.
Untuk negara yang lebih dahulu mengatur
anti pencucian uangpun, jaksa menghadapi
kesulitan mi. Dalam membuktikan unsur

“patut menduga” jaksa harus membuktikan
bahwa pelaku mempunyai niat batin (unsur
subjektif) yang terletak satu tahap di bawah
dolus eventualis tetapi satu tahap di atas
culpa lata. Patut menduga harus diarti-
kan persis sama ketika membuktikan pada
Pasal 480 KUHP yaitu berkaitan dengan
teori proparte dolus proparte culpoos.
Unsur pamt menduga untuk diterapkan
pada pelaku berkaitan Pasal 3 yang tidak
langsung terlibat predicate offence dan
Pasal 6. Dengan demikian, perumusan
unsur patut enduga ini sangat penting untuk
menjangkau para pelaku pencucian uang
yang terlibat langsung dengan predicare
offence. Tanpa mencantumkan unsur ini,
akan sia-sia upaya pemberantasan pencu-
cian uang.

Dalam praktek, pembuktian patut men-
duga ini bisa melalui upaya jaksa dalam
membuktikan bahwa paling tidak pelaku
harus tahu dan lifestvle pelaku predicate
offence, sumber penghasilannya atau bila
telah ada catatan kejahatan terdahulunya.
Setelah itu ada satu unsur subjektif lagi yang
harus dibuktikan berdasarkan Pasal 3 yaitu
dengan maksud untuk menyembunyikan
atau menyamarkan asal usul hasil kejahat-
an. Untuk pembuktian ini juga sulit, namun
sebetulnya jaksa dapat menghubungkan
bahwa apabila unsur sengaja dan patut men-
duga sudah dapat dibuktikan, maka dengan
sendirinya unsur dengan maksud (infended)
ini terpenuhi. Hal ini telah dikembangkan di
Amerika yang disebut sebagai circumrancial
evidence. Sebagai contoh berkaitan dengan
beban yang berat ini pengadilan di Amerika
Serikat telah menyatakan bahwa bukti pen-
dukung atau petunjuk (circumstantial evi-
dence) cukup untuk membenarkan adanya
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unsur-unsur tersebut® Hal ini nampaknya
belum dilakukan di Indonesia, sehingga
jaksa harus mengambil unsur menyamarkan
(disguissing) yang lebih mudah dibuktikan
daripada menyembunyikan (hiding). Pem-
buktian unsur subjektif inilah yang menjadi
kendala tidak optimalnya penegakan hukum
tindak pidana pencucian uang, karena dalam
praktik jaksa menemui kesulitan untuk
membuktikan.

Berkenaan dengan karaktenstik yang
unik dari tindak pidana pencucian uang,
maka peranan hakim sangat menentukan
untuk tujuan pemberantasan kejahatan ini.
Hakim harus mempunyai sifat visioner yang
didasarkan pada pemahaman bahwa pem-
buktian kejahatan ini sangat sulit, karena ha-
rus membuktikan dua kejahatan sekaligus.
Profesionalitas hakim sangat diperlukan un-
tuk mengikuti semua sistem acara peradil-
an yang banyak menggunakan pendekatan
pragmatis, misalnya adanya perlindungan
saksi, adanya praktik acara pembalikan be-
ban pembuktian (the shifting of the burden
of proaf). UUTPPU belum mengatur secara
rinci tentang acara persidangan khusus un-
tuk pembalikan beban pembuktian ini, tetapi
di masa depan hal ini harus dilakukan. Se-
lain tatacara yang ditentukan, hakim juga
harus sangat memahami bahwa mengingat
penerapan pembalikan beban pembuktian
pada dasarnya melanggar prinsip non selff
maka harus ditekankan
bahwa penerapan ini sangat terbatas pada
tahap persidangan dan hanya untuk satu
unsur saja. Unsur yang dibuktikan oleh ter-

incrimination,

dakwa adalah bahwa harta kekayaan bukan
berasal dari kejahatan. Artinya apabila unsur
ini tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa,
maka jaksa tetap harus membuktikan un-
sur lainnya, baik itu unsur objektif maupun
subjektif, sepanjang itu merupakan inti delik
{ bestandelen).

E. Penutup

Indonesia telah mengkriminalisasi pen-
cucian uang sejak tahun 2002 atas desakan
internasional, yaitu dengan memasukkan
Indonesia dalam daftar hitam negara yang
tidak kooperatif untuk pemberantasan pen-
cucian uang. Oleh karena pembuatan un-
dang-undang pencucian uang itu bukan di-
dasari oleh kesadaran betapa berbahayanya
pencucian uang dan pentingnya mengkrimi-
nalisasi pencucian uang, sehingga muncul
berbagai hambatan ketika akan ditegakkan.
Pertama, terbukti dengan lemahnya un-
dang-undang yang saat ini sedang dilakukan
amandemen kedua. Kedwa, muncul ketika
penegakkannya diawali dengan kewenangan
PPATK yang terbatas dan kemudian polisi
ternyata tidak berhasil memahami hasil
analisis PPATK., sehingga justru yang ter-
jadi hasil analisis itu tetap dianggap sebagai
penyelidikan yang masih sangat awal.
Idealnya harus dianggap sudah merupakan
penyeli-dikan lanjutan, atau mungkin ke
depan perlu difikirkan hasil dari PPATK
tadi langsung ditindaklanjuti ditingkat pe-
nyidikan. Keriga, dakwaan-dakwaan belum
atau hampir selalu udak disusun dalam
bentuk dakwaan kumulatif. Hal ini dikarena-

¥ Thomas M. Biagio, “Money laundering and Trafficking: A Question of Understanding the Element of the crime
and the use of Circumstacial Evidence”, Univ of Richmond Law Rev, Vol. 28:255, 1994, him. 256.
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kan jaksa belum memahami bahwa hampir
semua kejahatan keuangan selalu bermuara
pada pencucian uang. Tidak ada pilihan lain
bagi jaksa yang harmus memandang bahwa
kejahatan utama misalnya korupsi dan pen-
cucian uang merupakan perbuatan comcur-
sus realis.

Sebagai wjung dan proses peradilan
dalam hal m hakim mutlak harus mema-
hami betul tentang seluk beluk pencucian
uvang mulai dari filsafainya, tujuan krimi-
nalisasi dan bagaimana strategl untuk mem-

pertimbangkan fakta hukum di pengadilan
dan mengambil kesimpulan sebagai dasar
menjatuhkan putusannya. Ketika Indonesia
mengkriminalisasi pencucian uang sebagai
kejahatan, para hakim seharusnya men-
cari referensi sebanyak-banyaknya tentang
pencucian uang dan seiring dengan itu ada
pelatihan-pelatihan bagi hakim. Untuk me-
mahami sesuatu yang baru, seluruh penegak
hukum harus berfikir progresif, berusaha un-
tuk memahaminya dan melaksanakan sesuai

dengan vang diharapkan.
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